
 
 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25  

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABANAN, 

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pajak Parkir, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia 

tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950);   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

Dan 

 

BUPATI TABANAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS                            

PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG                              

PAJAK PARKIR. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 

Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10) diubah 

sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan angka 17 dihapus  

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan . 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tabanan. 



5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Parkir    adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parker di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, 
atau dalam bagian tahun pajaksesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih 

harus dibayar. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 

terutang atau tidak seharusnya terutang. 



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau 

bunga. 

17. Dihapus. 

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam penerapkan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD dan Surat Keputusan 

Pembetulan. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 

oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah berakhirnya Masa Pajak. 

(4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian 

SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

3. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut : 

 
Pasal 16 

 

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 

hitung ; dan 



c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

 

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah 

sehingga  Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. 

(2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang 

harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan 

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 

1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan wajib pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 

memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagi berikut : 

 

Pasal 22 

 

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 

dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 

sejak saat terutangnya pajak. 

(2) Jumlah  kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 

pajak tersebut. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dikenakan, jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 



(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung  dari pajak yang kurang  atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 24 Agustus 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 

 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 17 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : 

 (17, 72/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
BUPATI TABANAN, 

 

 
 

NI PUTU EKA WIRYASTUTI 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK PARKIR 

 

I. UMUM 

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir 
mengalami perubahan yang mendasar, mengikuti susunan Perangkat 

Daerah yang baru. 

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak 
Parkir disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah tentang Perangkat Daerah. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 17 
 


